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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel beriku : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج jim j Je 
ح Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d De 
ذ żal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ھ Ha h Ha 
ء hamzah ’ Apostrof 
ى Ya y Ye 
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 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
( ’ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
 َ ا fathah a a 
 ِ ا kasrah i i 
 ُ ا dammah U u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 َٔى fathah dan yaa’ Ai a dan i 
 َؤ fathah dan wau Au a dan u  
 
Contoh: 
 َﻒْﯿَﻛ : kaifa 
 َلْﻮَھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 






Nama  Huruf dan 
Tanda 
Nama  
 َى…│  َ ا … Fathah dan alif atau 
yaa’ 
a a dan garis di atas 
ى Kasrah dan yaa’ i i dan garis di atas 
 ُو Dhammmah dan 
waw 
u u dan garis di atas 
 
Contoh: 
 تﺎﻣ : maata 
 ﻰَﻣَر : ramaa 
 ﻞْﯿِﻗ : qiila 
  ُتْﻮُﻤَﯾ : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 
adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 
maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
 ُ ﺔَﺿْوَﺮِﻟﺎ َﻔ ْطَْﻻا : raudah al- atfal 
 ُ ﺔَﻨ ْﯾ ِﺪَﻤﻟاُﺔ َﻠِﺿﺎَﻔ ْﻟا : al- madinah al- fadilah 





5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid(  َ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 
 Contoh : 
 ﺎَﻨﱠﺑَر : rabbanaa 
 ﺎَﻨ ْﯿ ﱠﺠَﻧ : najjainaa 
  ﱡﻖَﺤْﻟا : al- haqq 
  َﻢ ﱢﻌُﻧ : nu”ima 
  ﱞوُﺪَﻋ : ‘aduwwun 
 Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ّﻲِﺑ) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  ﱞﻲِﻠَﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly) 
  ﱞﻲِﺑَﺮَﻋ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 
  ُﺲﻤﱠﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
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  َ ا ُ ﺔَﻟَﺰﻟ ﱠﺰﻟ  : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ﺔَﻔَﺴﻠَﻔ ْﻟَا : al-falsafah 
  ُدَﻼِﺒ ْﻟَا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
 َنْوُﺮ ُﻣْﺎ َﺗ : ta’muruuna 
 ُعْﻮﱠﻨﻟا : al-nau’ 
 ٌءْﻲَﺷ : syai’un 
 ُتْﺮُِﻣا : umirtu 
 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh : 
 Fizilaal Al-Qur’an 
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 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al- Jalaalah ( ّٰﷲ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah. 
Contoh : 
 ِ ٰͿُّﺎﻨ ْﯾِد diinullah  ِ ّٰﷲﺎِﺑ billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 
hum fi rahmatillaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 
Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama 
diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 
terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 
awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 
ditulis  dalam  teks  maupun  dalam  catatan  rujukan  (CK,  DP,  CDK,  dan  DR).  
contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
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Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
s.w.t = subhanallahu wata’ala 
s.a.w = sallallahu ‘alaihi wasallam 
r.a = radiallahu ‘anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS…/…38 = QS. Al-Maidah/5:38  
HR = Hadis Riwayat 
KUHP  = Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
h = Halaman 
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ABSTRAK 
Nama  :   HAERANI  
Nim    :   10100112016 
Judul :    Penerapan Isbat Nikah dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang 
Di Pengadilan Agama Klas IIB Bulukumba (Studi Kasus  Tahun 2013 
2015)  
Skripsi ini merupakan studi tentang Penetapan Isbat Nikah Di Pengadilan 
Agama Bulukumba. Penetapan Isbat Nikah adalah penetapan pengesahan perkawinan 
yang dikeluarkan oleh pengadilan agama bagi masyarakat yang tidak mempunyai 
buku nikah. Perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sah dimata 
agama karena sesuai dengan kepercayaannya masing-masing namun dimata hukum 
tidak sah. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil rumusan masalah dalam 
skripsi ini yaitu: Bagaimana penerapan dalam menetapkan Isbat Nikah di Pengadilan 
Agama Bulukumba dan Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang 
mengenai Isbat Nikah. 
Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau 
field research. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer 
penelitian di lapangan dan wawancara. Sumber data skunder yang di peroleh dari 
buku-buku, majalah, dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang 
lain tentang obyek. Serta data yang tersedia berbentuk surat-surat, catatan harian, 
cenderamata, laporan, artefak, foto dan sebagainya yang berhubungan dengan 
penelitian ini dengan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus serta 
perbandingan hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan (observasi), Dokumentasi. 
Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu Reduksi 
Data, Penyajian, dan Pengambilan kesimpulan.  
Dari uraian proses pengkajian tersebut, maka diperoleh suatu analisa dengan 
kesimpulan bahwa Penerapan Isbat nikah, di Pengadilan Agama Bulukumba sama 
dengan penerapan Isbat nikah di Pengadilan Agama lain karena di sesuaikan dengan 
Undang-Undang yang berlaku dan penetapan Isbat nikah yang di keluarkan oleh 
Pengadilan Agama bulukumba itu, kemudian digunakan atau akan di jadikan dasar 
untuk mencatatkan perkawinan mereka pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan 
Agama, dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan buku nikah atau 
kutipan akta nikah. Menurut Hukum Islam, Isbat nikah itu di bolehkan karena 
merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat 
agama Islam, karena sesuai dengan agama dan kepercayannya. Akan tetapi tidak 
dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang 
(keputusan ketua mahkamah agung RI Nomor KMA/032/sk/2006 tentang pedoman 
pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan). Menurut Undang-Undang, Isbat 
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nikah itu di bolehkan karena merupakan salah satu bukti sahnya perkawinan, jika di 
dalam perkawinan buku nikah tidak ada maka pernikahan di anggap tidak sah dimata 
hukum karena perkawinan tidak dicatatkan di kantor urusan agama. 
Implikasi penelitian ini adalah: 1) Menghendaki adanya pengawasan terhadap 
perkawinan sehingga tidak terlalu banyak terjadinya isbat nikah, meskipun dalam 
hukum Islam di pandang tetap pernikahan yang sah namun di mata hukum kita tidak 
sah, 2) Penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada masyarakat agar mengerti 
betapa pentingnya pengukuhan perkawinan yang secara legal sebab akan berdampak 









A.  Latar Belakang Masalah 
Melaksanakan suatu ikatan perkawinan merupakan hak asasi setiap warga 
negara sebagaimana yang tercantum pada pasal 28 B ayat  (1) Undang-Undang 
Dasar RI Tahun 1945 hasil perubahan kedua bahwa (1) setiap orang berhak 
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 
Akan tetapi sebagai warga yang hidup dalam sebuah kehidupan berbangsa dan 
bernegara indonesia, dalam melaksanakan  suatu pernikahan tentu harus 
mengikuti salah satu di antaranya perkawinan dicatatkan di KUA  di buktikan 
dengan akta nikah.1 
Isbat Nikah berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu Isbat 
dan Nikah. Isbat berasal dari kata “ﺎًﺗَﺎﺒٍْﺛا –  ُﺖِﺒُْﺜﯾ –  َﺖَﺒَْﺛا” yang artinya 
“menetapkan”. Sedangkan kata nikah berasal dari kata “ﺎًﺣﺎَِﻜﻧ  –   ُﺢِﻜَْﻨﯾ –   َﺢََﻜﻧ” 
yang artinya “akad”. Isbat Nikah menurut KKBI terdiri dari dua kata yaitu Isbat 
dan nikah. Isbat adalah penyungguhan, penetapan, penentuan. Sedangkan nikah 
adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum 
dan ajaran agama. Sedangkan secara istilah fiqh/hukum Islam adalah “Akad yang 
sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan 
                                                             
  1 Cik Hasan, Bisri. Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, (PT. Logos 
Wacana Ilmu, Jakarta, 1999). h 32 




melaksanakannya2 merupakan ibadah” (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) dan 
pernikahan juga senonim dengan perkawinan. Isbat nikah juga disebut dengan 
Pengesahan Nikah. 
Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan 
atau bermasyarakat yang sempurna, selain itu perkawinan juga merupakan suatu 
pokok utama yang menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi 
anggota yang besar. perkawinan merupakan perbuatan hukum, tujuan utama 
pengaturan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah 
tangga yang sakinah mawaddah warahmah serta menghindari potensi penzaliman 
antara satu pihak lainnya, kenyataan di masyarakat masih banyak di temukan 
perkawinan yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 
1974 yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama 
dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai buku 
nikah.3 Padahal di dalam Alqur’an sudah jelas diatur tentang perkawinan, dalam 
surah Adz Dzariyaat ayat 49 tentang perkawinan di bawah ini: 
 
Terjemahannya:  
“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu 
mengingat kebesaran Allah” (Adz Dzariyaat ayat 49). 
 
                                                             
2 Abdul manan , Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Prenada Media 
Group, Jakarta, 2008). h 42. 
3 Anton Guritma, Isbat Nikah Dan Hukum Positif DI Indonesia (Amerak: Ujeheryakarya, 
2008), h.124. 





Dari kenyataan tersebut, jelas bahwa pasangan suami istri yang tidak 
mempunyai buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat atau dicatatkan, tidak 
dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan  dokumen pribadi yang 
dibutuhkan, termasuk anak-anak mereka tidak akan memperoleh akta kelahiran 
dari kantor catatan sipil. Solusi yang dapat di tempuh oleh mereka adalah 
mengajukan permohonan Isbat Nikah yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama 
itu sendiri, kemudian di gunakan dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka 
pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama akan menerbitkan buku 
nikah atau kutipan akta nikah.4 
Sedangkan Isbat Nikah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari Isbat dan 
Nikah. Isbat berasal dari bahasa arab yaitu yang berarti penetapan, pengukuhan, 
pengiyaan. isbat Nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam bahasa indonesia 
dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan Isbat Nikah. Menurut kamus besar 
bahasa indonesia, Isbat Nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keebsahan) 
nikah. Isbat Nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan 
menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang 
berwenang (keputusan ketua mahkamah tentang pedoman pelaksanaan tugas dan 
administrasi pengadilan).5 
Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan 
perkawinan yang telah di langsungkan. Dalam aspek ini sebenarnya Undang-
Undang telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah. Pasal 2 ayat (1) 
                                                             
 
5 M. Ali Daud, Pengembangan Hukum Material Peradilan Agama, (Jurnal Mimbar 
Hukum: Aktualisasi Hukum Islam Nomor 17 Tahun V (Nov – Des 1994). h 23. 
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Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan 
bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaan itu.6 Dalam suatu hal  perkawinan juga diatur di dalam 
hadis atau sabda Rasulullah SAW di bawah ini:  
Rasulullah SAW bersabda:  
اﻮُﻨِﻠْ̊ ҫǫ اَﺬَﻫ َحَﰷ ِّﻦﻟا اُﻮﺑِْﴐاَو ِﻪَْﯿَﻠ̊ ِلԴَْﺮِْﻐﻟԴِ ﻩاوﲊﺑ ﺔˡۣﻋ ﺔﺸˀﺎ̊ 
Artinya: 
Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana.  
 
Selanjutnya Beliau bersabda :  
 ﻦﻋ ُﺪْﺒَﻋ ِﻦ َْﲪ ҧﺮﻟا ُﻦْˊ  ٍفْﻮَﻋ ْﻢِﻟْوҫǫ َْﻮﻟَو ٍةﺎَِﺸˉﻩاور ىرﺎ˯ﺒﻟا  
Artinya :  
Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong 
seekor kambing. 
 
Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan 
1. Perkawinan dianggap tidak sah 
Meskipun perkawinan dilakukan menurut Agama dan kepercayaan, namun 
dimata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh 
Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. 
                                                             
6 Endang Ali Ma’sum, Kepastian Hukum Itsbat Nikah, (Makalah disampaikan dalam 
Forum Diskusi Penelitian dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI, di hotel Le Dian 
Serang, tanggal 15 Mai 2012). h. 4. 
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2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga 
ibu 
Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak 
tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata 
dengan Ibu atau keluarga Ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan) 
Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. 
3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan 
Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat adalah baik istri 
maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak 
menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.7 Padahal sudah diatur di dalam 
Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 282 tentang pencatatan dibawah ini sebagai 
berikut: 
                                                             
7 Abdulkadir Muhammad, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Prenada 





282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah 
ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang 
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia 
sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya 
mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 
dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka 
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 
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kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi 
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 
apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, 
baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang 
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan 
persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, 
(Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan 
tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, 
(jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual 
beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu 
lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu 
kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; 
dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.( surah Al-Baqarah ayat 282). 
Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah 
antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat 
perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin. Perkawinan telah diatur 
dalam perundang-undangan di indonesia. Pada dasarnya UU RI No. 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan merupakan sumber hukum materiil dalam lingkungan 
peradilan. Namun saat ini dalam perkara peradilan tidak sepenuhnya merujuk 
pada UU tersebut. Sebagai contoh dalam masalah Isbat Nikah dalam kompilasi 
hukum Islam (KHI) dalam pasal 7 (ayat 3d) dijelaskan bahwa Isbat Nikah yang 
diajukan ke pengadilan agama terbatas ketika adanya perkawinan yang Terjadi 
sebelum berlakunya UU yang di  jumpai di tengah masyarakat.8  
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 (ayat 3d) dan UU RI No. 1 
Tahun 1974 ketika seseorang menikah sebelum adanya UU perkawinan, karena 
pada saat itu tidak ada aturan tentang pencatatan nikah. akan tetapi fakta yang 
terjadi saat ini banyak sekali perkara Isbat Nikah yang masuk dalam lingkungan 
                                                             
8 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut 
Hukum Tertulis di Indonesia Dan Hukum Islam, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012). h 223. 
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peradilan agama walaupun pernikahan sirih tersebut terjadi setelah adanya UU RI 
No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 
Sering kita catatkan di KUA, alasannya klasik yaitu karena factor biaya 
yang mahal atau karena alasan pribadi, sehingga perkawinan tersebut tidak 
dicatatkan pada pegawai pencatat nikah (PPN) dan setelah di rasa ada kebutuhan 
yang mendesak, demi kepastian hukum atas perkawinannya dan kepastian hukum 
tentang status anaknya.9 
Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan sesuatu ibadah dan 
merupakan Sunnah Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah 
Allah berarti menurut Qudrat dan Iradat Allah dalam penciptaan alam semesta ini 
sedangkan Sunnah Rasul berarti mengikuti tradisi yang dilakukan oleh Nabi 
Muhammad SAW yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri dan untuk umatnya. 
Secara umum ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kompilasi hukum Islam 
dalam bidang hukum perkawinan. Landasan filosofi perkawinan ialah pancasila 
dengan mengaitkan perkawinan berdasarkan sila pertama yakni berdasarkan 
ketuhanan Yang Maha Esa.  
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
Agar tidak ada kesalah pahaman dalam memahami maksud judul skripsi 
ini, maka ada beberapa kata yang perlu diberi penjelasan sebagai berikut: 
1. Studi adalah penelitian ilmiah; kajian; telaahan.  
                                                             
9 M. Ali Daud, Pengembangan Hukum Material Peradilan Agama, (Jurnal Mimbar 
Hukum: Aktualisasi Hukum Islam Nomor 17 Tahun V (Nov – Des 1994). h 12. 
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Yang dimaksud dalam skripsi ini adalah telaahan. 
2. Penerapan adalah suatu perbuatan yang mempraktekkan suatu teori, 
metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu 
kepentingan yang di inginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang 
telah terencana dan tersusun sebelumnya.10 
3. Isbat Nikah adalah penetapan pernikahan dari Pengadilan Agama atas 
pernikahan yang dilakukan menurut syariat islam dan tidak di catat 
oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang, sehingga 
pasangan tersebut tidak memiliki dokumen/akta (surat) pernikahan 
yang sah yang berimplikasi tidak di akuinya pernikahan tersebut 
menurut Hukum Positif Indonesia, termasuk anak-anak yang lahir dari 
pernikahan tersebut. 
4. Hukum Islam adalah kaidah yang mengatur hukum–hukum syara’ 
yang bersifat amaliah yang di galih dari dalil-dalil yang terperinci, 
yang di gunakan untuk menjadi landasan  masyarakat Islam dalam 
menetapkan suatu hukum yaitu Al-Qur’an dan Hadist. Hukum Islam 
adalah peraturan yang di rumuskan dengan merujuk kepada wahyu 
Allah (Alqur’an) dan sunnah rasul tentang tingkah laku mukallaf yang 
diakui dan diyakini serta mengikat bagi semua pemeluk Islam. 
                                                             






Undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan 
legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun kemukakan diatas, maka 
pokok masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu: “Bagaimanakah 
penerapan Isbat Nikah dalam perspektif  hukum Islam”. Agar masalah tersebut 
dapat dipahami dengan mudah dan jelas, maka penyusun membagi dalam  sub 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan dalam menetapkan Isbat Nikah di Pengadilan 
Agama Bulukumba? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang mengenai Isbat 
Nikah? 
D. Kajian pustaka 
Dalam kajian pustaka ini, penyusun menggunkan beberapa literatur yang 
berkaitan dengan masalah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Kamil Al-Hayali dalam bukunya Solusi Islam dalam Konflik Rumah 
Tangga menjelaskan tentang perkawinan serta konflik-konflik yang 
terjadi dalam rumah tangga dan menikah menurut hukum Islam11, 
namun dalam buku ini belum menjelaskan bagaimana cara menikah 
yang baik dan benar menurut hukum Islam dan Undang-Undang. 
                                                             




Tetapi lebih menjelaskan pada syarat-syarat dan rukun perkawinan 
menurut hukum Islam. 
2. Dalam buku Prof. Dr. Amir Syarifuddin yang berudul Hukum 
Perkawinan Islam di Indonesia menjelaskan tentang perkawinan 
menurut fiqh munakahat dan Undang-Undang perkawinan tentang 
Isbat Nikah, namun tidak menjelaskan dampak yang di sebabkan jika 
tidak memiliki buku nikah. 
3. Dalam buku Dr. H. Abd. Kadir Ahmad yang berjudul Pedoman Hidup 
Berumah Tangga dalam Islam menjelaskan tentang pentingnya Isbat 
Nikah dalam perkawinan dan hal-hal yang menyebabkan seseorang 
tidak mempunyai buku nikah, namun didalam buku ini tidak 
menjelaskan tentang bagaimana cara mengajukan permohonan Isbat 
Nikah di Pengadilan Agama. 
4. Dalam buku prof. Dr. H. Abu Hamid yang berjudul Sistem Perkawinan 
dan Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam 
menjelaskan tentang perkawinan dalam hukum Islam dan Undan-
Undang yang mengatur tentang Isbat Nikah serta diharuskannya 
perkawinan dicatat di Kantor Urusan Agama, karena walaupun 
pernikahan di anggap sah dimata agama namun tidak sah dimata 
hukum. Namun tidak menjelaskan tentang bagaimana solusi agar 





E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini 
mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut: 
1. Tujuan 
a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dalam menetapkan Isbat Nikah di 
Pengadilan Agama Bulukumba. 
b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang 
mengenai Isbat Nikah. 
2. Kegunaan 
Dapat menambah Khasanah keilmuan bagi penulis, dalam rangka sumbangan 
pemikiran (kontribusi) mengenai Penerapan Isbat Nikah Dalam Perspektif 
Hukum Islam di Pengadilan Agama Klas IIB Bulukumba (Studi Kasus Tahun 
2013-2015) serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi Mahasiswa 
yang ingin mengkaji hal-hal lain yang mengenai perkawinan sirih dan 
kedudukan istri, harta, dan anak, kajian tentang perkawinan ini menurut 





TINJAUAN TEORETIS  
A. Pengertian Isbat Nikah  
Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri Isbat dan Nikah. Kata Isbat 
yang berasal dari bahasa Arab yaitu ﺎًﺗَﺎﺒٍْﺛا –  ُﺖِﺒُْﺜﯾ –  َﺖَﺒَْﺛا yang berarti “penetapan, 
penyungguhan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, 
(kebenaran sesuatu)”. Sedangkan menurut fiqh nikah secara bahasa artinya 
"bersenggama atau bercampur”. Para ulama’ ahli fiqh berbeda pendapat tentang 
makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli 
fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara’ bahwa seorang suami dapat 
memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh 
tubuhnya.  
Isbat Nikah menurut juris prudence merupakan perkara yang tidak 
mengandung unsur sengketa alias voluntair. Isbat Nikah menurut Undang-Undang 
(KHI) merupakan pengesahan nikah. Sedang nikah menurut hukum positif yaitu 
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 
                                                             
1 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-3, 
1990). h 56. 






Penetapan Isbat Nikah, yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama bulukumba 
itu, kemudian di gunakan atau akan di jadikan dasar untuk mencatatkan perkawinan 
mereka pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya Kantor 
Urusan Agama akan menerbitkan buku nikah atau kutipan akta nikah. 
Akta Nikah merupakan akta autentik juga berfungsi untuk memperoleh 
kepastian hukum sebuah perkawinan. Kepastian hukum sendiri disebut juga dengan 
istilah principle of legal security dan rechtszekerheid. Kepastian hukum adalah 
perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap 
warga negara.2 
Kepastian hukum (rechtszekerheid) juga diartikan dengan jaminan bagi 
anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa 
berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang. Karena Akta Nikah 
tersebut dibuat oleh dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang 
berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk 
yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Isbat Nikah 
dan dibuat di tempat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut 
melaksanakan tugasnya. Meskipun, Peraturan Perundang-Undangan sudah 
mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, namun tidak jarang 
terjadi suami istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah.3 
                                                             
2Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
3 Mukti Arto, Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
1996), h 41. 
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Menikah siri apabila dilakukan dengan telah memenuhi syarat dan rukun 
nikah serta tidak ada larangan kawin atas pasangan tersebut maka, pernikahan 
tersebut adalah sah, sebagaimana dilindungi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam 
yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam 
sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan” jo. Pasal 39 - Pasal 44 (larangan kawin). Isbat Nikah adalah cara yang 
dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut 
hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah 
dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, 
sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. Bila pernikahannya secara 
hukum agama adalah sah, tentunya anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut 
adalah anak-anak yang sah juga. Dasar hukum perkawinan ini adalah sebagai berikut: 
1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
2. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi 
Hukum Islam4 
B. Prosedur Pelaksanaan Isbat Nikah 
Isbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke 
pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. 
                                                             
4 Undang-Undang Republik Indonesia. Dan Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun 1975 
Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. 
 





5Isbat Nikah hanya dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, bukan melalui Kantor 
Urusan Agama (KUA).  
Syarat-syarat dalam mengajukan Isbat Nikah sebagai berikut: 
1. Menyerahkan Surat Permohonan Isbat Nikah kepada Pengadilan 
Agama setempat; 
2. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang 
menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan; 
3. Surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah yang menerangkan bahwa 
Pemohon telah menikah; 
4. Foto Copy KTP pemohon Isbat Nikah; 
5. Membayar biaya perkara; 
6. Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan.6 
Dasar hukum: Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 
tentang Pentjatatan Nikah, Talak dan Rujuk (UU 22/1946) dan Pasal 7 KHI. 
Kalau perkawinan akan dilangsungkan oleh kedua belah pihak, Pegawai 
Pencatat menyiapkan Akta Nikah dan salinannya dan telah diisi mengenai hal-hal 
yang diperlukannya, seperti diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975. Akta nikah atau akta perkawinan memuat hal-hal sebagai berikut : 
                                                             
5 Elfitri Liza, Dasar Hukum Pengajuan Isbat Nikah Bagi Pasangan Kawin  Siri, 
(Hukumonline.com Ahdabina, “Kompilasi Hukum , 
Islam”,http://ahdabina.staff.umm.ac.id/archives/240, Diakses 2/7/2013), h 76. 
6 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Mandar Maju, Bandung, 2007), h 10. 
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1. Nama, tanggal, tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat 
kediaman suami istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, 
disebutkan juga nama istri atau suami tedahulu. 
2. Nama, agama/kepercayaan, dan tempat kediaman orang tua mereka. 
3. Izin kawin. 
4. Dispensasi. 
5. Izin Pengadilan. 
6. Persetujuan 
7. Izin pejabat yang ditunjuk, bagi angkatan bersenjata. 
8. Perjanjian perkawinan apabila ada 
9. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman para saksi 
dan wali nikah bagi yang beragama Islam. 
10. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal kuasa apabila 
perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.7 
Dengan demikian, Akta Nikah menjadi bukti otentik dari suatu pelaksanaan 
perkawinan sehingga dapat menjadi “jaminan hukum” bila terjadi salah seorang 
suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Suami tidak 
memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara kenyataannya ia mampu 
atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak 
                                                             
7 M. Harahap Yahya, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: “Mempositifkan Abstraksi 
Hukum Islam”, dalam, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, 




istriyang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan gugatan perkaranya ke 
Pengadilan Agama. 
Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dinyatakan memalsukan syarat-
syarat perkawinan yaitu surat-surat tidak lengkap, calon mempelai masih dibawah 
umur, salah satu calon masih terikat perkawinan dengan pihak lain dan keinginan 
mengubah identitas.8 
Bentuk sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan syarat-syarat 
perkawinan Apabila surat-surat tidak lengkap yang berarti syarat-syarat perkawinan 
tidak terpenuhi, akan tetapi oleh petugas pasangan calon pengantin dapat dinikahkan 
maka pelaku yang menerbitkan surat nikah atau mengaku menjadi seorang penghulu 
"aspal", dapat dikenakan ancaman atau dijerat tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 
263 KUHP) dan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) dengan ancaman 
hukuman masing-masing enam dan empat tahun penjara. Tidak saja bagi pelaku, 
terhadap korban yang apabila ternyata beriktikad jahat dapat dikenakan Pasal 55 ayat 
(1) KUHP tentang Penyertaan dalam Melakukan Tindak Pidana. 
Aspek hukum Islam terhadap tindak pidana pemalsuan syarat-syarat 
perkawinan termasuk dalam hukum jarimah ta'zir yakni hukuman diserahkan kepada 
hakim. 
                                                             





Suatu perkawinan dapat dilaksanakan jika memenuhi beberapa persyaratan 
yang berupa syarat material dan formal. Syarat materil/subyektif, yaitu syarat-syarat 
yang melekat pada pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, yang diatur dalam 
Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU RI No. 1 Tahun 1974, terdiri dari : 
1. Harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. 
2. Harus mendapat ijin orang tua, apabila calon pengantin belum berumur 21 
tahun. 
3. Harus sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan pihak 
wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 
4. Tidak ada larangan perkawinan. 
5. Tidak masih terikat dalam suatu perkawinan kecuali bagi mereka yang 
agamanya mengijinkan untuk berpoligami. 
6. Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau isteri yang hendak 
dikawini. 
7. Harus telah lewat waktu tunggu/masa iddah bagi janda.9 
Perkawinan dilakukan setelah adanya kesepakatan antara pihak pria dan pihak 
wanita untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian keinginan tersebut didaftarkan 
dan diumumkan oleh pihak Pegawai Pencatat Nikah dan jika tidak ada keberatan dari 
pihak-pihak yang terkait dengan rencana dimaksud, perkawinan dapat dilangsungkan. 
                                                             
9 Enas Nasruddin, Ikhwal Isbat Nikah, Artikel dalam Mimbar hukum no. 33 tahun, 1977, Al 
Hikmah dan Ditbinbapera, (Jakarta.; Yayasan Penyelenggara, 1977), h 11. 
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Ketentuan dan tata caranya diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 sebagai berikut : 
1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman  
kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti dimaksud dalam Pasal 8 
Peraturan Pemerintah ini. 
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 
dan kepercayaannya itu. 
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum 
agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan 
Pengawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. 
Selain itu, cara pandang para ulama dalam menilai keebsahan suatu 
perkawinan (Isbat Nikah) sangat ketat yakni tidak ada saksi istifadlah dalam acara 
pembuktian suatu perkawinan, harus dihadirkan saksi-saksi yang memang 
menyaksikan atau hadir dalam suatu akad nikah, kalau tidak kesaksian saksi tersebut 
harus dikesampingkan. Berbeda dengan pembuktian asal-usul anak, sekalipun anak 
itu lahir dari suatu perkawinan yang fasid, bahkan nikah adat, anak tersebut dapat 
dinisbahkan kepada orang tuanya yang menikah fasid/ada tersebut. Sesuai hujjah 
syar`iyyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid VII 
halaman 690 sebagai berikut : 
Artinya:” (Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab 
untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata 
terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau 
pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi degan cara-cara akad 
tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara 
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resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh 
perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan).” 
   
Jadi, pada dasarnya Isbat Nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang 
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. 
Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke 
pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu 
Pegawai Pencatat Nikah (PPN).10 
Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-
hal yang berkenaan dengan: 
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 
b. Hilangnya akta nikah; 
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 
d. Adanya pekawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang RI No. 
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan 
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 
perkawinan 
Menurut Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Isbat (penetapan) merupakan 
produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan 
diistilahkan dengan jurisdictio voluntair. Dikatakan bukan pengadilan yang 
                                                             
10 Syarifuddin Amir, “Pengertian dan Sumber Hukum Islam”, dalam Falsafah Hukum Islam, 




sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon 
untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah 
perkara sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak 
ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali 
kepentingan undang-undang menghendaki demikian. 
Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama seperti yakni: 
a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk 
melakukan tindakan hukum 
b. Penetapan pengangkatan wali 
c. Penetapan pengangkatan anak 
d. Penetapan nikah (Isbat Nikah) 
e.  Penetapan wali adhol 
Isbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya UU 
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan 
perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi 
dapat dimintakan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama.  
Kewenangan mengenai perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah 
diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum 
berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 merujuk pada pasal 64 yang 
menyebutkan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
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perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan 
menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”11 
Pengaturan mengenai Isbat Nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama 
(PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat 4 menyebutkan apabila 
KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau 
hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus 
dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama.12 
C. Syarat-syarat Perkawinan 
Tentang syarat Isbat Nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun 
kontemporer. Akan tetapi syarat Isbat Nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat 
pernikahan. Hal ini karena Isbat Nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah 
penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 
terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu 
telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum 
dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Maka 
untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu 
perkara permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama. 
a. Syarat calon pengantin pria sebagai berikut : 
1. Beragama Islam 
2. Terang prianya (bukan banci) 
                                                             
11 Djamaan Nur, Fiqh Munakahat (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h 1. 
12 A. Raihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), h 73.  
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3. Tidak dipaksa 
4. Tidak beristri empat orang 
5. Bukan Mahram bakal istri 
6. Tidak mempunyai istri dalam yang haram dimadu dengan bakal isteri 
7. Mengetahui bakal istri tidak haram dinikahinya 
8. Tidak sedang dalam ihram atau umrah, Dalam kitab kamus besar 
bahasa arab Rasulullah saw.  bersabda: 
 ُﺐُﻄَْﳜ َﻻَو َُﺢﻜُْﻨﯾ َﻻَو ُِمﺮْﺤُﻤْ̒ﻟا ُِﺢﻜُْﻨﯾ َﻻ 
Artinya:  
“Seorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh 
dinikahkan, dan tidak boleh mengkhitbah.” (HR. Muslim). Dalam buku 
hukum perkawinan islam di Indonesia.13 
 
b. Syarat calon pengantin wanita sebagai berikut : 
1. Beragama Islam 
2. Terang wanitanya  
3. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya Hadis Abu 
Hurairah radhiyallahu ‘anhu: 14 
   ل َنَذҭˆَﺘ ُْ̑ﺴ˓ ҧﱴَﺣ ُﺮْﻜِْﺒﻟا َُﺢْﻜُﻨﺗ َﻻَو َﺮَﻣҭˆ َﺘ ُْ̑ﺴ˓ ҧﱴَﺣ ُ ِّﱘҫҡْا َُﺢْﻜُﻨﺗ َا  
 
 
                                                             
13 Hadis (HR. Muslim), Dalam kitab kamus besar bahasa arab Rasulullah saw. Dan dalam 
buku hukum perkawinan islam di Indonesia. H 54. 




Artinya:   
“Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah/dimintai 
pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya.” 
(HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 3458) Terkecuali bila si wanita 
masih kecil, belum baligh, maka boleh bagi walinya menikahkannya tanpa 
seizinnya. 
 
4. Tidak bersuami dan tidak dalam iddah 
5. Bukan mahram bakal suami 
6. Belum pernah dili’an ( sumpah li’an) oleh bakal suami. 
7. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah 
c. Syarat-syarat wali nikah : 
1. Laki-laki. 
2. Dewasa. 
3. Mempunyai hak perwalian. 
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya. 
d. Syarat-syarat saksi nikah : 
1. Minimal 2 orang laki-laki. 
2. Hadir dalam ijab dan qabul. 
3. Dapat memahami maksud akad. 
4. Beragama Islam 
5. Dewasa.  
e. Syarat-syarat ijab qabul : 
1. Adanya ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali. 
2. Adanya qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami. 
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3. Memakai kata-kata “nikah”, “tazwij” atau terjemahannya seperti 
“kawin”. 
4. Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus. 
5. Antara ijab dan qabul harus jelas maksudnya. 
6. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan 
umrah. 
7. Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri paling kurang empat orang 
yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai 
wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi. 
Orang-orang yang berhak menjadi wali di dalam perkawinan: 
1. Bapak.  
2. Kakek yaitu bapak dari bapak. 
3. Saudara laki-laki sekandung. 
4. Saudara laki-laki sebapak. 
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. 
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. 
7. Saudara bapak yang laki-laki (paman). 






Rukun nikah dalam perkawinan di bawah ini sebagai berikut : 
a. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar’i 
untuk menikah. 
Di antara perkara syar’i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan 
misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si 
lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan. Atau, si wanita 
sedang dalam masa iddahnya dan selainnya. Penghalang lainnya misalnya si lelaki 
adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya seorang muslimah. 
b. Adanya ijab, 
yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali. 
Misalnya dengan si wali mengatakan, “Zawwajtuka Fulanah” (“Aku nikahkan 
engkau dengan si Fulanah”) atau “Ankahtuka Fulanah” (“Aku nikahkan engkau 
dengan Fulanah”).15 
c. Adanya qabul, 
yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya, dengan 
menyatakan, “Qabiltu Hadzan Nikah” atau “Qabiltu Hadzat Tazwij” (“Aku terima 
pernikahan ini”) atau “Qabiltuha.” Dalam ijab dan qabul dipakai lafadz inkah dan 
tazwij karena dua lafadz ini yang datang dalam Al-Qur`an. Seperti firman Allah 
Subhanahu wa Ta’ala al-Azhab/33:37. 
                                                             





d. Adanya Wali 
 
Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang 
yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Dalam hadits disebutkan:  ﱠِﻻإ 
 َحﺎَﻜِﻧ َﻻ ﱟﻲِﻟَﻮِﺑ  “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.” (HR. Al-Khamsah kecuali 
An-Nasa`i) Bila seorang wanita tidak memiliki wali nasab atau walinya enggan 
menikahkannya, maka hakim/penguasa memiliki hak perwalian atasnya dengan dalil 
sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam:  ُ َﮫﻟ ﱠِﻲﻟَو َﻻ ْﻦَﻣ ﱡِﻲﻟَو ُنﺎَﻄْﻠ ﱡﺴﻟَﺎﻓ “Maka sulthan 
(penguasa) adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.” (HR. Abu Dawud).16 
e. Adanya dua orang saksi 
Saksi adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan. 
Hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu ‘anhuma: “Tidak ada nikah kecuali dengan 
adanya wali dan dua saksi yang adil.” (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa`i). 
D. Akibat Perkawinan 
Perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa 
konsekuensi dan akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut adalah : 
1. Timbulnya hubungan antara suami isteri.  
Dalam hubungannya sebagai suami isteri dalam perkawinan yang sah, maka 
mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk 
menegakkan rumah tangganya. 
                                                             
16 Dalam kumpulan Hadis (HR. Al-Khamsah dan HR. Abu Dawud) dan dalam  kitab bahasa 
arab Alqur’an al-Azhab/33:37), h 18.  
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2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan. 
Suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, akan mempunyai harta 
benda, baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. 
Pengaturan terhadap harta kekayaan perkawinan tersebut selanjutnya diatur 
pada Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang – Undang RI  No. 1 Tahun 1974. 
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak 
Akibat hukum terakhir dari perkawinan yang sah adalah adanya hubungan 
antara orang tua dan anak. Pengaturan selanjutnya terhadap hal ini diatur 
dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang–Undang RI No. 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan. 
E. Dasar Hukum Isbat Nikah 
Pada dasarnya kewenangan perkara Isbat Nikah bagi Pengadilan Agama 
dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan 
dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 
ayat (2), Jo.Pasal 64 UU RI No. 1 Tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang 
dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 
ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan: “Dalam hal perkawinan tidak dapat 
dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama.” 
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“berikanlah mahar (mas kawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai 
pemberian dengan penuh kerelaan” (Q.S. An-Nisaa : 4)18 
 
     Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah 
mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-
macam, maka hukum nikah dapat dibagi menjadi lima macam, yaitu: 
1) Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya mempunyai biaya sehngga 
dapat memberikan nafkah istrinya. 
2) Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak 
menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan. 
3) Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan 
karena tidak mampu member belanja kepada istrinya atau karena 
kemungkinan lain. 
                                                             
17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang 
Perkawinan. Dalam buku Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, (Jakarta; Grafika, 2006), h 21. 
 
 
18 Dalam kitab Al-Qur’an di jelaskan tentang perkawinan surah An-Nisaa ayat 4. 
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4) Haram, bagi orang yang ingin menikahi seseorang dengan niat untuk 
menyakiti istrinya atau menyia-nyiakan istrinya, atau tidak mampu memberi 
nafkah jasmani maupun rohani. 
5) Mubah, bagi orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan 
segera nikah atau yang mengharamkannya.  
 Tujuan perkawinan dapat disebutkan sebagai berikut: 
1) Untuk membina rumah tangga yang serasi, dan penuh dengan limpahan kasih 
saying. 
2) Memperoleh keturunan yang soleh, yang sah dari hasil perkawinan  itu; 
3) Menjaga kehormatan dan harkat martabat manusia. Telah berlaku anggapan 
kebanyakan pemuda-pemuda dari dahulu sampai sekarang,  
 Pada pasal 7 ayat (3) berbunyi: Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan 
Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian 
b. Hilangnya Akta Nikah 
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan 
d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU RI No. 1 Tahun 
1974 
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 
perkawinan menurut UU RI No. 1 Tahun 1974.19 
Dalam pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: 
                                                             




1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 
perkawinan dicatat. 
2. Pencatat perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat 
Nikah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 jo 
Undang-Undang RI No. 32 Tahun 1954. 
Pasal 6 
1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal (5), setiap perkawinan harus 
dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. 
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak 
mempunyai kekuatan hukum. 
Dalam pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan: 
Pasal 2 
1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya 
menurut agama Islam, dilakukan oleh pengawas pencatat, sebagaimana di 
maksud dalam UU RI No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak 
dan Rujuk. 
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut 
agamanya dan kepercayaanya itu, selain agama Islam dilakukan oleh pegawai 
Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana di maksud dalam 
berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. 
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3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata 
cara Pencatatan Perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata 
cara Pencatatan Perkawinan dilakukan sebagaimana telah ditentukan dalam 
pasal (9)  PP ini 
Selanjutnya pada pasal (3) PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan: 
1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan 
kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan yang akan 
dilangsungkan. 
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 
(sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. 
3. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu 
alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. 
            Pemberitahuan rencana perkawinan itu dapat dilakukan oleh calon mempelai 
atau orang tua atau wakilnya. Tugas yang harus dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat 
Nikah setelah menerima pemberitahuan diatur dalam pasal (6) sebagai berikut: 
1. Pegawai pencatat nikah yang menerima pemberitahuan kehendak 
melangsungkan perkawinan meneliti, apakah syarat-syarat perkawinan telah 
dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-
undang. 
2. Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai 
Pencatat meneliti pula: 
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a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Jika tidak 
ada akte kelahiran atau kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan 
yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh 
Kepala Desa atau setingkat dengan itu. 
b. Keterangan mengenai nama agama (kepercayaan), pekerjaan, dan tempat 
tinggal orang tua calon mempelai.  
              Demikian pokok-pokok penting yang harus dicatat sebelum dilangsungkan 
perkawinan. Sebelum akad nikah, calon mempelai wanita dan pria biasanya diberikan 
pengarahan dan bimbingan pada Kantor Urusan Agama. Di samping pencatatan, 
pemerintah (Kantor Urusan Agama), juga menyiapkan Akta Nikah, satu dipegang 
oleh suami dan satu dipegang oleh istri. 
Dengan melihat uraian dari pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI tersebut, berarti bahwa 
KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh undang-undang, 
baik oleh Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun 
Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, padahal menurut 
pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan 
perundang-undangan; INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan perundang-
undangan Republik Indonesia.20 
Pasal 2 ayat 1 UU RI No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan 
bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak 
                                                             
20Tim Redaksi Nuansa Aulia, (Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 (ayat 2), 2008), h 3. 
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mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki 
(adanya ketentuan/penunjukan) oleh Undang-Undang. 
Mengenai Isbat Nikah ini PERMENAG No. 3 Tahun 1975 yang dalam pasal 
39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah 
karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk 
menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan 
(dalam arti penetapan) Pengadilan Agama, tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan 
yang dilakukan sebelum UU RI No. 1 tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang 
terjadi sesudahnya. 
Dengan demikian mengenai kompetensi absolut tentang isbat nikah sebagai 
perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan (qiyaskan) dengan perkara pembatalan 
perkawinan, perceraian, atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari 
perkara tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh 
Undang-Undang. Menurut Prof. Wasit Aulawi, MA berpendapat bahwa perkara Isbat 
Nikah tidak dilayani. 
Perkara Isbat Nikah adalah perkara voluntair yang harus ditunjuk undang-
undang, kalau undang-undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak 
berwenang. Apabila perkawinan dibawah tangan setelah berlakunya UU RI No. 1 
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Tahun 1974, diberikan tempat untuk isbat perkawinan, maka secara sosiologis 
pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara massif.21 
Dalam hal perkawinan buku nikah sangat penting karna itu merupakan bukti 
yang otentik bahwa perkawinan sah di mata agama dan hukum. Jika buku nikah tidak 
ada maka perkawinan di nyatakan tidak sah, serta ibu dan anak tidak berhak atas 
nafka dan warisan. Ini sama halnya dengan perkara jual beli, jika penjual menghalkan 
riba dan tidak mengharamkannya maka mereka menentang agama karena tidak sesuai 
dengan ajarannya. Begitupun mereka yang tidak mempunyai buku nikah ini sama 
halnya dengan mereka menentang hukum yang berlaku. Adapun dalam surah Al-
Baqarah ayat 275 di dalam alqur’an  yang mengatur tentang jual beli sebagai berikut: 
Terjemahannya: 
275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama 
dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, 
                                                             
21 Nasrudin Salim, Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis 
dan Sosiologis), dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 62 Th. XIV (Jakarta: Yayasan 
Al Hikmah, 2003), h 70. 
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lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu 
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 
 
Jika dipikirkan lebih seksama, maka ketentuan pasal 7 ayat 2 KHI telah 
memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang Isbat Nikah ini tanpa 
batasan dan pengecualian, padahal dalam penjelasan pasal-pasalnya hanya dijelaskan 
bahwa pasal ini hanya di berlakukan setelah berlakunya UU RI No. 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama. Belum lagi pasal 7 ayat 3 huruf (a) yang dapat 
mengandung problematika lanjutan seperti bagaimana jika penggugat mencabut 
perkara cerainya, atau pemohon tidak mau melaksanakan ikrar talak karena telah 
rukun kembali sebagai suami istri, padahal telah ada putusan sela tentang sahnya 
nikah mereka. 
Demikian pula pasal 7 ayat 3 huruf (b) adalah dalam hal hilangnya kutipan 
akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KUA, dan untuk sebagai tindakan preventif 
atau kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku catatan akta yang asli, maka 
pasal 13 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 telah menentukan bahwa helai kedua dari akta 
perkawinan itu harus disimpan (dikirim oleh PPN) kepada panitera pengadilan dalam 
wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.22 
Akan tetapi fakta yang terjadi saat ini banyak sekali perkara Isbat Nikah yang 
masuk dalam lingkungan Peradilan Agama walaupun pernikahan Sirih tersebut terjadi 
setelah adanya UU RI No. 1 Tahun 1974. Salah satu tujuan utama di sahkannya UU 
                                                             
22 A. Wasit Aulawi, Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak, dalam Mimbar Hukum 
Aktualisasi Hukum Islam, No. 28 Thn. VII (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1996), h 22. 
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RI No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai upaya penertiban hukum terhadap pernikahan 
yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. 
Semestinya para hakim dan corong masyarakat; ustad, kiai, muballig, 
meletakkan Undang-Undang perkawinan sebagai hukum (fikih) Islam Indonesia. 
Sehingga undang-undang inilah sebagai fikih Islam yang diberlakukan di Indonesia, 
sama status dan otoritasnya dengan hukum (fikih) Islam konvensional yang 
dikonsepkan para imam mazhab di zamannya. Sehingga tidak ada lagi istilah sah 
menurut agama tetapi belum menurut negara. Dengan ungkapan lain, undang-undang 
itulah hukum Islam (agama) sekaligus hukum Negara. 
F. Kerangka Konseptual 



















Masyarakat di dalam mengajukan Isbat Nikah melalui beberapa tahap yang 
ada di Pengadilan Agama mulai dari tahap mediasi, penyelesaian Isbat Nikah, dan 
dilihat dari Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pemeriksaan  
berkas-berkas perkara Isbat Nikah yang dilakukan oleh majelis hakim sebelum 
menetapkan permohonan Isbat Nikah, apakah sesuai dengan hukum Islam yang 
berlakau atau tidak. Dan saksi yang di hadirkan ada pada saat melangsungkan 
perkawinan serta saksi bersumpah di atas Alqur’an tentang kebenaran perkawinan 
tersebut pernah terjadi. Saksi sebagai pelengkap dari berkas-berkas yang diajukan di 
pengadilan agama, jika semua berkas telah di periksa dan tidak ada yang melanggar 
hukum Islam dan Undang-Undang maka majelis hakim akan mengeluarkan 
penetapan Isbat Nikah untuk pemhon I dan pemohon II agar di bawah ke Kantor 





 METODOLOGI PENELITIAN  
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research 
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian tentang riset yang bersifat 
deskriptif  dan cenderung menggunakan analisis serta mengkaji perspektif partisipan 
dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Beberapa deskripsi 
digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada 
kesimpulan.1 Sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama 
Bulukumba dan daerah yang dikunjungi sidang keliling yang dilakukan oleh 
Pengadilan Agama Bulukumba.2 
B. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah studi 
kasus. Studi kasus, adalah suatu metode penelitian dalam ilmu social dan juga suatu 
strategi riset, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar 
kehidupan nyata. Secara mendalam studi kasus merupakan suatu metode untuk 
memahami individu yang dilakukan secara integrative dan konprehensif agar di 
peroleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang 
dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh 
perkembangan diri yang baik 
                                                             
1 Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 60.  







C. Sumber Data 
Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan 
data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat 
selaku Narasumber dan dicatat untuk pertama kali. Data Skunder adalah sumber data 
penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak lansung melalui media perantara (di 
peroleh dan dicatat oleh pihak lain) seperti buku, majalah, internet, media cetak 
lainnya yang di anggap sesuai dengan sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, 
peneliti menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer 
dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Data primer 
Data primer adalaha data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu di 
wilayah kab. Bulukumba. sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara 
terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang akan 
dibahas dilokasi penelitian. 
2. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang dimiliki oleh 
masyarakat dalam menyelesaikan Isbat Nikah. 3 
 
                                                             
3 Suryono, metodologi penelitian kualitatif dalam bidang hukum( Yogyakarta: Nuhe Media. 




D. Metode Pengumpulan Data 
Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan tehnik pengumpulan data, sebagai 
berikut : 
1. Tehnik wawancara 
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan 
komunikasi. Yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu 
pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaaan dan terwawancara 
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 
a. pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi atau hasil wawancara 
terhadap piha-pihak di wilayah masyarakat Bulukumba yang mengetahui 
atau menguasai permasalahan yang akan dibahas yakni mengenai Penerapan 
Isbat Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Di 
Pengadilan Agama Bulukumba Klas IIB (Studi Kasus Tahun 2013-2015) . 
b. pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara yang akan dilakukan 
kepada masyarakat Bulukumba yang pernah berperkara Isbat Nikah. 
c. Pengamatan (Observasi) 
Observasi/pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang 
memeperoleh hasil pengamatan yaitu ruang (tempat), pelaku, kegiatan objek, 
perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan tentang penelitian 
yang sedang diteliti.4 
 
                                                             




d. Dokumentasi  
Dokumentasi/pengumpulan adalah salah satu metode pengumpulan 
data yang melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh 
subjek sendiri atau orang lain tentang obyek. Serta data yang tersedia 
berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto dan 
sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.5 
E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif  yang menjadi instrument atau alat penelitian yang 
digunakan untuk mengumpulkan data adalah peneliti sendiri sehingga peneliti harus 
“divalidasi”. Penelitian sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 
analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Di dalam 
penelitian nantinya, agar validitas hasil penelitian bisa bergantung pada kualitas 
instrumen pengumpulan data. Maka peneliti melakukan pengumpulan data, analisis 
variabel penelitian, menetapkan jenis instrument, menyusun kisi-kisi instrument dan 
layout instrument, menyusun item instrument, menguji coba instrument dan membuat 
kesimpulan atas temuan nantinya. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Teknik pengolahan dan analisis dalam penelitian ini adalah upaya yang 
dilakukan dengan mengumpulkan data, melalui sumber-sumber referensi (buku, 
dokumentasi, wawancara) dari perpustakaan dan masyarakat yang bersangkutan. 
                                                             




kemudian mereduksi data, merangkup, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan 
pada hal-hal yang penting agar tidak terjadi pemborosan sebelum 
verifikasi/kesimpulan peneliti dapatkan di tempat penelitian. Tujuan peneliti 
melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk 
membaca data yang diolah. Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil di 
kumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer dan data sekunder kemudian 
di analisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriktif yaitu menguraikan, 
menggambarkan, dan menjelaskan guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami 
secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.6 
                                                             
6 Sugiyono, Metode Penelitian  Hukum Pendekatan Kualitatif, dan R & D (Bandung: 




PENETAPAN ISBAT NIKAH 
A. Penerapan Dalam Menetapkan Isbat Nikah di Pengadilan Agama 
Bulukumba 
Dilihat dari substansinya, sudah ada peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang Isbat Nikah di Indonesia. Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-
Undang RI No. 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang RI 
No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang RI No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 
Agama. Dalam penjelasannya, salah satu kewenangan atau kompetensi absolut 
Pengadilan Agama di bidang perkawinan adalah pernyataan sahnya perkawinan yang 
terjadi sebelum Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan dijalankan menurut 
peraturan yang lain.  
Selanjutnya Pasal 7 Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan, 
Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada adanya 
perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 
1974. Namun, sebagian masyarakat yang masih memegang teguh pandangan 
konservatif, mereka beranggapan bahwa nikah yang sah adalah nikah yang dilakukan 
menurut agama Islam. Hal ini sudah dianggap cukup tanpa repot-repot mencatatkanya 





Selanjutnya jika dilihat dari structure-nya, penegak hukum yang ada di 
Indonesia belum ada yang secara tegas menyatakan bahwa pencatatan perkawian 
merupakan hal yang wajib dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia. Dalam arti 
lain, tidak ada penegak hukum ataupun para ustadz/ulama yang menjadikan 
pencatatan perkawinan ini menjadi rukun atau syarat dalam perkawinan. Sehingga 
nikah yang sah adalah nikah yang dilakukan menurut agama masing-masing, 
sedangkan pencatatan perkawinan merupakan anjuran bagi pasangan yang 
pernikahannya ingin diakui oleh Negara.1 
Terakhir adalah legal culture (budaya hukum). Agama Islam adalah salah satu 
norma hukum yang ada di Indonesia. Dalam agama Islam, perkawinan yang sah ialah 
perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, yaitu terdapat calon 
suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Hal ini masih 
dipegang teguh oleh sebagian masyarakat Indonesia dan berdampak pada aplikasi 
pencatatan perkawinan tersebut. Inilah yang menyebabkan pencatatan perkawinan 
tidak menjadi kewajiban bagi pasang suami-istri. Sudah cukup nikah sah menurut 
agama, tanpa sah menurut negara, karena nikah adalah merupakan bentuk sebuah 
ibadah kepada Tuhan. 
Dari hal tersebut dapat di simpulkan, bahwa struktur hukum yang baik dan 
akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan substansi hukum yang baik, 
begitu pula sebaliknya. Kedua elemen tersebut akan berjalan baik apabila diikuti 
                                                             





budaya hukum yang baik dari masyarakat. Jika budaya hukum dari masyarakat tidak 
dapat mendukung kedua elemen tersebut, maka tidak ada artinya. Substansi hukum 
meliputi: aturan, norma, dan pola perilaku (hukum yang tertulis dan hukum yang 
berlaku hidup dalam masyarakat). 
Dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat, ini menimbulkan 
banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai buku nikah. Baik yang menikah 
sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan maupun yang menikah setelah 
berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Maka Pengadilan Agama mengadakan 
beberapa sosialisasi hukum di berbagai daerah yang ada di Bulukumba, agar 
masyarakat mengerti betapa pentingnya buku nikah didalam perkawinan.  
Setelah beberapa kali mengadakan sosialisasi hukum di masyarakat, barulah 
mereka sadar akan pentingnya buku nikah sehingga mereka mengajukan permohonan 
Isbat Nikah di pengadilan Agama. Apalagi di dalam pengurusan akte kelahiran anak 
buku nikah merupakan salah satu syaratnya dan banyak lagi kepentingan-kepentingan 
yang berhubungan dengan buku nikah. 
Melihat banyaknya jumlah pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama 
Bulukumba menurut majelis hakim ada beberapa faktor penyebab sehingga 
masyarakat tidak mempuyai buku nikah/akta nikah  sebagai berikut:  
1. administrasi yang belum lengkap, 
2. berkas tidak distor ke Kantor Urusan Agama,  
3. menikah sirih,  
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4. tidak mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama, Pegawai 
Pencatat Nikah tidak melaporkan pernikahan yang telah terjadi di Kantor 
Urusan Agama sehingga Kantor Urusan Agama tidak menerbitkan buku 
nikahnya.2 
Menurut Majelis hakim pernikahan yang sah atau tidak sah menurut hukum 
yang berlaku adalah sebagai berikut: 
1. Pernikahan yang sah adalah Pernikahan yang dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya. 
2. Pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang 
berlaku. 
Langkah-langkah Mengajukan Permohonan/Pengesahan Isbat Nikah di 
Pengadilan Agama sebagai berikut: 
1. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Setempat. 
a. Mendatangi Kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal anda. 
b. Membuat surat permohonan Isbat Nikah. Surat permohonan dapat dibuat 
sendiri (seperti terlampir). Apabila anda tidak bisa membuat surat 
permohonan, anda dapat meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos 
Bantuan Hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-cuma. 
                                                             
2 Hudrin Husain (64 Tahun), Hakim  Pengadilan  Agama Bulukumba, Wawancara 
Bulukumba, 03 Februari 2016. 
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c. Surat permohonan Isbat Nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu 1) 
surat permohonan Isbat Nikah digabung dengan gugat cerai dan 2) surat 
permohonan Isbat Nikah (lihat di lampiran). 
d. Memfotokopi formulir permohonan Isbat Nikah sebanyak 5 rangkap, 
kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. 
Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas 
Pengadilan, satu fotokopi anda simpan. 
e. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari 
KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat. 
2. Membayar Panjar Biaya Perkara 
a. Membayar panjar biaya perkara. Apabila anda tidak mampu membayar 
panjar biaya perkara, anda dapat mengajukan permohonan untuk 
beperkara secara cuma-cuma (Prodeo). Rincian informasi tentang Prodeo 
dapat dilihat di Panduan Prodeo.  
b. Apabila anda mendapatkan fasilitas Prodeo, semua biaya yang berkaitan 
dengan perkara anda di pengadilan menjadi tanggungan pengadilan 
kecuali biaya transportasi anda dari rumah ke pengadilan. Apabila anda 
merasa biaya tersebut masih tidak terjangkau, maka anda dapat 
mengajukan Sidang Keliling. Rincian informasi tentang Sidang Keliling 
dapat dilihat di Panduan Sidang Keliling. 
c. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara jangan lupa meminta bukti 
pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar biaya perkara. 
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3. Menunggu Panggilan Sidang dari Pengadilan 
Pengadilan akan mengirim Surat Panggilan yang berisi tentang tanggal 
dan tempat sidang kepada Pemohon dan Termohon secara langsung ke alamat 
yang tertera dalam surat permohonan.  
4. Menghadiri Persidangan 
a. Datang ke Pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera 
dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan 
terlambat. 
b. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti Surat Panggilan 
Persidangan, fotokopi formulir permohonan yang telah diisi. Dalam 
sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para Pihak 
misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi 
tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi 
permohonan.  
c. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada 
Pemohon/ Termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan 
waktu sidang berikutnya. Bagi Pemohon/Termohon yang tidak hadir 
dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan 
pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat. 
d. Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan anda harus 
mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. 
Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta anda menghadirkan 
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saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan anda di antaranya 
wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang terdekat yang 
mengetahui pernikahan anda. 
5. Putusan/Penetapan Pengadilan  
a. Jika permohonan anda dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan 
putusan/ penetapan Isbat Nikah.  
b. Salinan putusan/penetapan Isbat Nikah akan siap diambil dalam jangka 
waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir. 
c. Salinan putusan/penetapan Isbat Nikah dapat diambil sendiri ke kantor 
Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.  
d. Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, anda bisa 
meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan anda dengan 
menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.  
Menurut Majelis hakim pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama 
(KUA) karena beberapa hal sebagai berikut: 
a. Sebagai bukti sahnya Pernikahan.  
b. Untuk menjamin hak-hak dalam Pernikahan jika terjadi perceraian 
termasuk hak memperoleh warisan dan pensiun. 
c. Untuk melindungi hak-hak anak, misalnya dalam membuat akta kelahiran, 
pengurusan passport, dan hak waris. 
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Pernikahan harus dicatatkan di tempat yang telah diatur dalam Undang-
Undang Perkawinan adalah sebagai berikut: 
a. Pastikan mendapatkan buku kutipan Akta Nikah jika pernikahan anda 
memang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Kantor Catatan 
Sipil. 
b. Bagi yang beragama Islam, pencatatan pernikahan dilakukan di KUA. 
c. Bagi yang beragama selain Islam, pencatatan pernikahan dilakukan di 
Kantor Catatan Sipil . 
Pernikahan yang tidak dicatatkan menurut Majelis hakim adalah sebagai 
berikut: 
1. Pernikahan yang tidak tercatat dengan dibuktikan tidak adanya buku nikah, 
tidak mempunyai kekuatan hukum.  
2. Maka harus mengajukan permohonan pengesahan/isbat nikah agar Pernikahan 
anda mempunyai kekuatan hukum.  
Cara mendapatkan duplikat buku nikah menurut Majelis hakim, jika buku 
nikah hilang adalah sebagai berikut: 
1. bisa meminta Duplikat Kutipan Akta Nikah ke KUA/Kantor Catatan Sipil 
tempat Pernikahan dilangsungkan. 
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2. Untuk keperluan pengurusan TASPEN, anda biasanya harus mengajukan 
permohonan isbat nikah ke pengadilan. 
Menurut Majelis hakim yang bisa mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan 




d. Orang tua / Wali Nikah.3 
Catatan : 
1. Bagi suami istri yang masih hidup, maka keduanya harus menjadi 
pihak yang mengajukan permohonan. 
2. Bagi pasangan yang salah satunya meninggal dunia, pihak yang masih 
hidup yang mengajukan permohonan. 
3. Ketidak hadiran pihak Tergugat/Termohon dalam perkara isbat nikah 
untuk perceraian tidak mempengaruhi penyelesaian perkara. 
Menurut Majelis hakim ada beberapa hal sehingga seseorang mengajukan 
Isbat Nikah adalah sebagai berikut: 
a. Untuk penyelesaian perceraian. 
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b. Hilangnya Buku Nikah. 
c. Jika anda ragu tentang sah atau tidaknya salah satu syarat Pernikahan.  
d. Jika Pernikahan anda tidak tercatat dan terjadi sebelum tahun 1974. 
e. Pernikahan yang tidak tercatat dan terjadi setelah tahun 1974 dan tidak 
melanggar ketentuan Undang-undang. 
Di dalam menetapkan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bulukumba dengan 
Pengadilan Agama lain tidak ada perbedaannya karena disesuaikan dengan hukum 
Islam dan Undang-Undang yang berlaku, yang membedakannya hanyalah pada saat 
berijetihad dalam mengambil keputusan karena pertimbangan hukumnya yang 
berbeda. Isbat Nikah ini ada, agar masyarakat dapat mengajukan permohonan ke 
pengadilan agama agar mendapatkan pengesahan nikah dan Kantor Urusan Agama 
dapat menerbitkan buku nikahnya. Dan salah satu cara dalam menanggulangi bagi 
masyarakat yang tidak memiliki buku nikah sebagai berikut: melaksanakan prosedur 
yang ada dalam Perkawinan,  mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama, 
mengajukan permohonan Isbat Nikah di pengailan agama.  
Salah satu solusi bagi masyarakat agar memiliki buku nikah sebelum 
melangsungka Perkawinan adalah sebagai berikut: 
1. 10 hari sebelum perkawinan harus mendaftarkan perkawinannya Di 
Kantor Urusan Agama 
2. Kesadaran individu akan pentingnya buku nikah (kesadaran hukum) 
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3. Penyuluhan hukum di masyarakat 
4. Layanan terpadu di masyarakat 
Salah satu pertimbangan hakim dalam mengesahkan perkawinan adalah 
sebagai berikut:  
1. Jika pernikahan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 
Perkawinan, maka tidak ada masalah oleh majelis hakim karna 
pernikahannya itu terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang 
Perkawinan dan masyarakat harus mengajukan permohonan Isbat 
Nikah di pengadilan agama agar di keluarkan pengesan atau penetapan 
nikah dan dibawah ke kantor urusan agama setelah itu, buku nikahnya 
akan di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.  
2. Jika pernikahan itu terjadi setelah berlakunya Undang-Undang 
seharusnya masyarakat sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan, 
karena buku nikah merupakan identitas perkawinan di dalam hukum. 
Pertimabangan majelis hakim dengan Perkawinan yang terjadi setelah 
berlakunya Undang-Undang yaitu: karena sebagai bukti sahnya 
perkawinan, sebagai salah satu syarat dalam menerbitkan kartu 




Panjar biaya pengajuan perkara Isbat Nikah di pengadilan adalah sebagai 
berikut: 
1. Panjar biaya perkara adalah biaya yang harus dibayar oleh pemohon ke 
pengadilan, biaya ini merupakan uang muka biaya perkara. Pada saat 
sidang telah selesai, anda bisa meminta sisa biaya perkara yang telah anda 
bayarkan pada saat mendaftar jika memang masih ada sisa. Tanyakan 
kepada petugas pengadilan berapa besar biaya yang seharusnya 
dikeluarkan, apakah ada sisa panjar? Minta ditunjukkan peraturan biaya 
perkara yang ada di Pengadilan. Apabila sisa panjar biaya perkara tidak 
diberikan, laporkan kepada Ketua Pengadilan. 
2. Besaran panjar biaya perkara ditentukan oleh Ketua Pengadilan dan 
biasanya rincian biaya tersebut sudah ada di papan pengumuman di 
pengadilan. Besarnya panjar biaya perkara berbeda dari satu pengadilan ke 
pengadilan yang lain. 
3. Perbedaan besarnya panjar tersebut ditentukan jauh dekatnya tempat 
tinggal anda ke kantor pengadilan. 
4. Panjar biaya perkara terdiri dari: biaya panggilan, meterai, redaksi, dan 
PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). 
5. Untuk mendapatkan kepastian besarnya panjar biaya dan rinciannya, anda 




Di dalam menetapkan Isbat Nikah di Pengadilan Agama ada beberapa proses 
yang harus dilaksanakan oleh pihak yang mengajukan permohonan Isbat Nikah 
secara teratur sesuai dengan prosedur yang ada di pengadilan. Di dalam mengajukan 
Isbat Nikah ini harus mendaftarkan perkara Isbat Nikahnya terlebih dahulu kepada 
pegawai pengadilan yang bertugas mendaftarkan nama masyarakat yang mengajukan 
Isbat Nikah, sehingga proses pengajuan Isbat Nikah sesuai dengan prosedur yang 
yang ada. Setelah melakukan semua prosedur yang telah di tetapkan pengadilan maka 
hari penetapan persidangan telah di jadwalkan, dalam proses persidangan yang 
berlangsung hakim membaca dan mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan 
dari pemohon I dan pemohon II, memeriksa bukti-bukti di persidangan apakah sesuai 
dengan hukum Islam dan Undang-Undang atau tidak.4 
Dan di dalam melangsungkan perkawinan tersebut tidak ada yang keberatan 
atau yag melanggar hukum, sehingga perkawinan ini di anggap sah apabila sesuai 
dengan hukum Islam. Dan di dalam persidangan ini harus ada saksi sebagai salah satu 
bukti adanya perkawinan, saksi yang di hadirkan baik laki-laki maupun perempuan. 
Saksi yang di hadirkan harus melakukan sumpah di atas Alqur’an, supaya 
membuktikan kebenaran dan kejujuran para saksi bahwa pernikahan tersebut benar 
telah terjadi dan mereka salah satu saksi dari penikahan tersebut. Dan para saksi di 
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berikan  beberapa pertanyaan oleh hakim mengenai mahar, saksi, wali dalam 
perkawinan. 
Jika semua berkas dan saksi telah di terimah oleh majelis hakim maka hakim 
dapat mengeluarkan penetapan Isbat Nikah untuk  di bawah ke Kantor Urusan 
Agama, agar di keluarkan buku nikahnya karena pemohon telah mendapatkan 
penetapan pengesahan nikah dari pengadilan agama yang merupakan salah satu syarat 
di keluarkannya buku nikah di Kantor Urusan Agama. 
B. Isbat Nikah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang 
Isbat Nikah di dalam hukum Islam itu di bolehkan karena merupakan 
pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, 
karena sesuai dengan agama dan kepercayannya. Akan tetapi tidak dicatat oleh kantor 
urusan agama atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (keputusan ketua 
mahkamah agung RI Nomor KMA/032/sk/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas 
dan administrasi pengadilan). Isbat Nikah di dalam Undang-Undang itu di bolehkan 
karena merupakan salah satu bukti sahnya perkawinan, jika di dalam perkawinan 
buku nikah tidak ada maka pernikahan di anggap tidak sah dimata hukum karena 
perkawinan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.5 
Status perkawinan dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan 
perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam aspek ini sebenarnya Undang-Undang 
                                                             




telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah. Pasal 2 ayat 1 Undang-
Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawian menyebutkan bahwa perkawinan 
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu. Dalam penjelasan pasal 2 di sebutkan bahwa dengan perumusan 
pada pasal 2  ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-
masingagamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar RI 
Tahun 1945. Yang di maksud dengan hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi 
golongan dan kepercayaanya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan 
dalam undang-undang ini. 
Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 UUP dan penjelasan ini, dapat diketahui 
bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-
masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan dalam UUP. 
Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurt 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan 
menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan 
kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak dan maupun 
efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah 
pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama akan 
mendapatkan akata nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya perkawinan. 
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Akta nikah merupakan akta autentik karena akta nikah tersebut dibuat oleh 
Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan 
pencatatan perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan 
Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan dibuat ditempat Pegawai Pencatat 
Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut melaksankan tugasnya. Meskipun, peraturan 
perundang-undangan sudah mengharuskan adanya akta nikah sebagai bukti 
perkawinan, namun tidak jarang terjadi suami istri yang telah menikah tidak 
memounyai kutipan akta nikah.6 
Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) kompilasi hukum Islam (KHI) dan 
pasal 100 KUH Perdata tersebut, adanya suatu perkawinan hanya bila di buktikan 
dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan 
ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti 
perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai 
Pencatat Nikah (PPN) kantor urusan agama kecamatan akan diterbitkan akta nikah 
atau buku nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa 
akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. 
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang perkawinan, akta 
nikah dan pencatatan perkawinan bukan satu-satunya alat bukti keberadaan atau 
keebsahan perkawinan, karena itu walaupun sebagai alat bukti tetapi bukan sebagai 
                                                             





alat bukti yang menentukan sahnya perkawinan, karena hukum perkawinan agamalah 
yang menentukan keberadaan dan keebsahan perkawinan. 
Sedangkan dari hukum syar’i sendiri memang tidak satupun nash baik 
Alqur’an maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. 
Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan menjadi 
sebuah keharusan bagi seseorang, hal ini disebabkan karena banyaknya mudharat 
yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan nikah. Islam menggariskan 
bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus di hindari, sebagaimana 
ungkapan kaedah fikih yang berbunyi : “kemudharatan harus dihilangkan”. Maka dari 
itu Isbat Nikah di keluarkan sebagai solusi bagi masyarakat yang tidak mempunyai 
buku nikah, agar mereka dapat mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan 
Agama.  
Adapun salah satu permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama 
Bulukumba yaitu sebagai berikut: 
Perihal : Pengesahan Nikah   Bulukumba, 30 September 2015 
Kepada 
Yth. Ketua Pengadilan Agama  
         Bulukumba 
Assalamu Alaikum Wr. Wb. 
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Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Abd. Asis Bin Samoe, umur 58  tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir PGA, 
pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bayang-bayang, Desa 
Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya 
disebut sebagai Pemohon I;  
Hendak mengajukan pengesahan nikah terhadap perkawinan Pemohon dengan: 
Kamisa Binti Lahia, umur 573tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  PGA,  
pekerjaan IRT, tempat kediaman di Dusun Bayang-bayang, Desa 
Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya 
disebut sebagai Pemohon II;  
Dengan alasan-alasan sebagai berikut : 
1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Kamis, tanggal 10 
Agustus 1978 di Dusun Punranga, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten 
Bulukumba; 
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Nur Alim, 
(selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk 
menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada 
pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Lahia; 
3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II 
adalah H. Subuhadan Jamaluddin ; 
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4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Tanah Kering seluas 2 Are yang 
terletak di Dusun Bayang-bayang Desa Gattareng, Kec.Gantarang  Kabupaten 
Bulukumba; 
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejakaa dan Pemohon II berstatus 
Perawan; 
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena 
pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat walaupun 
berkas administrasinya telah lengkap yang disebabkan karena imam yang 
menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkannya ke KUA tempat 
pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; 
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk 
menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh 
karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat 
disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian 
hukum tentang sahnya pernikahan tersebut; 
8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah 
tangga selama 37 Tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai   1 orang 
anak yang  bernama  Asrul Haer Aska  umur 281 tahun ; 
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini 
adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon 
I dan Pemohon II dan serta untuk memperoleh buku nikah; 
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon 
kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa 
dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut : 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; 
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Abd. Asis Bin Samoi , dengan Pemohon II, 
Kamisa Binti Lahia  yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 10 Agustus 1978 di 
Dusun Bayang-bayang, Desa Gattarengo,Kecamatan Gantarang, Kabupaten 
Bulukumba; 
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku; 
       Wassalam 
       Pemohon  I   
Abd. asis Bin Samoi 
 Pemohon II 
 Kamisa Binti Lahia 
Adapun surat penetapan Isbat Nikah pemohon I dan pemohon II  yang telah 
dikeluarkan oleh majelis hakim untuk di bawah ke Kantor Urusan Agama agar 




P  E  N  E  T  A  P  A  N  
Nomor  505/Pdt.P/2015/PA Blk 
ﻢﺴˉ ﷲ ﻦﲪﺮﻟا ﲓﺣﺮﻟا 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara 
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan 
Nikah yang diajukan oleh; 
Abd.  Asis  Bin  Samoe,  umur  58  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  PGA,  
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bayang-Bayang, Desa 
Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai 
Pemohon I;  
Kamisa Binti Lahia, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, 
pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun Bayang-Bayang, Desa 
Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai 
Pemohon II; 
 Pengadilan Agama tersebut;  
 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 
 Telah mendengar keterangan  Pemohon I dan Pemohon II; 
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 Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; 
DUDUK PERKARA 
Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II  dengan surat 
permohonannya tertanggal 05 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan 
Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 505/Pdt.P/2015/PA Blk Blk mengemukakan 
hal-hal sebagai berikut : 
10. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Kamis, tanggal 10 
Agustus1978 di Dusun Punranga, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten 
Bulukumba; 
11. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Nur Alim, 
(selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk 
menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada 
pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Lahia; 
12. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II 
adalah H. Subuhadan Jamaluddin ; 
13. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Tanah Kering seluas 2 Are yang 
terletak di Dusun Bayang-bayang Desa Gattareng, Kec.Gantarang  Kabupaten 
Bulukumba; 




15. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena 
pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat walaupun 
berkas administrasinya telah lengkap yang disebabkan karena imam yang 
menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkannya ke KUA tempat 
pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; 
16. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk 
menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh 
karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat 
disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian 
hukum tentang sahnya pernikahan tersebut; 
17. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah 
tangga selama 37 Tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang 
anak yang  bernama Asrul Haer Aska umur 28 tahun; 
18. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini 
adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon 
I dan Pemohon II dan serta untuk memperoleh buku nikah; 
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon 
kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa 
dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut : 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 
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2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Abd. Asis Bin Samoi, dengan Pemohon II, 
Kamisa Binti Lahiayang dilangsungkan pada Kamis tanggal 10 Agustus 1978 di 
Dusun Bayang-bayang, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten 
Bulukumba; 
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku; 
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II 
telah datang menghadap di persidangan; 
 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonanya. Selanjutnya 
dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan 
oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya 
telah termuat dalam berita acara perkara ini; 
Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II  
telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: 
1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Pemohon  I   (Abd.  Asis  Bin  Samoe)  
Nomor 7302013107570001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata 
cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh ketuja majelis, diberi kode P.1. 
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Kamisa Binti Lahia) 
Nomor 7302015705580002, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata 
cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2. 
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3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Abd. Asis Bin Samoe) Nomor 
7302012605070390 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tanggal 12-10-2012 bermeterai cukup dan 
telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi 
kode P.3. 
Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi 
sebagai berikut; 
Saksi pertama bernama H. Subu bin Malipung Dg. Sitaba, umur 65 tahun, agama 
Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bayang-Bayang, 
Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, telah 
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai 
berikut :  
-  Bahwa   kenal   dengan  Pemohon  I  karena  saksi  adalah  kemanakan  Pemohon  II  
sedang   Pemohon II adalah isteri Pemohon I yang bernama Kamisa. 
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari 
Kamis, tanggal 10 Agustus 1978 di Dusun Punranga, Desa Bialo, Kecamatan 
Gantarang, Kabupaten Bulukumba. 
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah 
adalah  Imam Kampung bernama H. Nur Alim  yang telah diserahkan oleh wali 
nikahnya Pemohon II yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Lahia. 
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- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu H. Subuh dan Jamaluddin. 
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Tanah 
Kering seluas 2 Are yang terletak di Dusun Bayang-bayang Desa Gattareng, Kec. 
Gantarang  Kabupaten Bulukumba.  
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan. 
- Bahwa   Pemohon I  dan  Pemohon  II tidak  ada  halangan  untuk  menikah, baik 
halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah 
ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut. 
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pembantu 
Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan kepada Pejabat Pegawai 
Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. 
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah 
sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah 
membina rumah tangga selama 37 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang 
bernama Asrul Haer Aska umur 28 tahun dan ada  dalam asuhan  Pemohon I dan 
Pemohon II. 
- Bahwa  Pemohon I dan Pemohon II  mengajukan  permohonan Pengesahan 




Saksi kedua bernama Jamaluddin bin Maro, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan 
Imam Dusun, tempat kediaman di Dusun Bayang-Bayang, Desa 
Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, memberikan 
keterangan di bawah  sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut : 
- Bahwa  kenal  dengan Pemohon I karena saksi adalah sepupu Pemohon I sedang 
Pemohon II adalah isteri Pemohon I yang bernama Kamisa. 
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari 
Kamis, tanggal 10 Agustus 1978 di Dusun Punranga, Desa Bialo, Kecamatan 
Gantarang, Kabupaten Bulukumba. 
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah 
adalah  Imam Kampung bernama H. Nur Alim  yang telah diserahkan oleh wali 
nikahnya Pemohon II yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Lahia. 
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu H. Subuh dan Jamaluddin. 
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Tanah 
Kering seluas 2 Are yang terletak di Dusun Bayang-bayang Desa Gattareng, 
Kec.Gantarang  Kabupaten Bulukumba.  
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan. 
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- Bahwa   Pemohon I  dan  Pemohon  II tidak  ada  halangan  untuk  menikah, baik 
halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah 
ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut. 
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pembantu 
Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan kepada Pejabat Pegawai 
Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. 
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak menikah 
sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai dan telah 
membina rumah tangga selama 37 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang  
bernama Asrul Haer Aska umur 28 tahun, dan ada  dalam asuhan  Pemohon I dan 
Pemohon II. 
- Bahwa  Pemohon I dan Pemohon II  mengajukan  permohonan Pengesahan 
Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan 
tersebut. 
Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan 
Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut 
telah cukup; 
Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada 




Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, 
dan selanjutnya mohon penetapan; 
Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan 
menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat 
dan menjadi bagian dari Penetapan ini;  
PERTIMBANGAN HUKUM 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon 
II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; 
Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II  pada pokoknya mengajukan 
permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 
Agustus 1978; 
Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh  Pemohon I dan 
Pemohon II untuk mendapatkan status hukum  perkawinannya, sedangkan Pemohon I 
dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahnnya tersebut; 
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 
Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama 
berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya 
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permohonan Pemohon I dan Pemohon II  tersebut dapat diterima untuk diperiksa 
lebih lanjut; 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2  berupa kartu tanda 
penduduk Pemohon I dan Pemohon II sehingga terbukti bahwa  baik Pemohon I 
maupun Pemohon II  adalah penduduk Kecamatan Gantarang, Kabupaten 
Bulukumba, oleh karena itu  perkara tersebut  adalah menjadi kewenangan 
pengadilan Agama Bulukumba sehingga dapat diperiksa lebih lanjut; 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang 
menerangkan bahwa Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga sedangkan Pemohon 
II sebagai isteri; 
 Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II 
juga mengajukan  dua orang saksi  dan  setelah diteliti oleh majelis hakim, maka  
keterangan kedua saksi adalah  bersesuaian antara satu dengan lainnya  dan  hal 
tersebut  bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa 
yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut 
sehingga  telah memenuhi syarat formiil dan meteriil sehingga kesaksiannya telah 
dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan  pengesahan  nikah; 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3 berupa Kartu 
Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, Kartu Keluarga Pemohon  dan 
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kemudian didukung oleh keterangan dua orang saksi dipersidangan maka terbukti 
bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah; 
  Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dianggap telah meneguhkan 
dalil permohonanya, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus 
dinyatakan telah terbukti; 
Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang 
dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai 
berikut: 
1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah 
pada  tanggal 10 Agustus 1978;  
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah H. Nur Alim dengan 
wali nikah Ayah Kandung yang bernama Lahia dan yang menjadi saksi nikah 
adalah H. Subuh dan Jamaluddin; 
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah; 
4. Bahwa   antara   Pemohon I dan Pemohon II tidak  pernah  bercerai hingga saat 
ini dan telah dikaruniai seorang anak;  
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut  tidak ada pihak lain yang 
keberatan atas pernikahan tersebut; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka permohonan 
Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat 
76 
 
dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi pasal 2 ayat (1) 
undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu “ perkawinan adalah sah, apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.  
     Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, maka hukum 
perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yaitu harus 
memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali 
nikah, dua orang saksi dan ijab qabul  hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 14 
Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang memang wajib 
diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan 
kemudahan yang diajarkan oleh ajaran islam; 
Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara 
Pemohon I dan Pemohon II  tidak ada  pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan 
keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan 
perkawinan; 
Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah 
menurut  pasal  7  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam  yang    berbunyi  :  dalam  hal  
perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah 
kepada Pengadilan Agama;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, 
dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
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jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI,  maka  hakim menilai dalil-
dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II  telah cukup 
beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon  harus dikabulkan 
dengan menetapkan  pernikahan antara Pemohon I Abd. Asis Bin Samoe dengan 
Pemohon II Kamisa Binti Lahia yang dilangsungkan pada tanggal  10 Agustus 1978 
adalah sah; 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin 
ulama sebagaimana termuat dalam kitab: 
-  Tuhfah juz IV halaman 133 : 
ﻞˍﻘﯾو راﺮﻗٕا ߧﻗﺎﻌﻟا ﺔﻐﻟﺎﺒﻟا حﲀﻨﻟԴ 
Artinya: “Dan diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh. 
- I’Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :   
ﰱو ىﻮﻋ߱ا حﲀﻨﺑ ﲆ̊ ةǫٔﺮﻣا ﺮ̠ذ ﻪﺘﲱ ﻪﻃوﴍو ﻦﻣ ﻮﳓ ﱄو ﻦ̽ﺪﻫﺎﺷو لوﺪ̊ 
Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, 
harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-
syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “ 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan 
memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 
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5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan Pemohon dapat  
dikabulkan; 
Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi pencatatan pernikahan 
maka perlu ditambah amar yaitu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk 
melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 
Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar 
perkawinan tersebut tercatat sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang perkawinan; 
Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor  7 Tahun 
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan 
perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan 
Agama maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon; 
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;  
M E N E T A P K A N 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 
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2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Abd. Aziz bin Samoe dengan 
Pemohon II Kamisa binti Lahia yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 1978 
Dusun Punrangan,  Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba; 
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini 
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan agar 
perkawinan tersebut tercatat; 
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II  untuk membayar biaya 
perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah); 
Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama 
Bulukumba dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Sidang Pelayanan 
Terpadu, hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 25 
Shafar 1437 H. oleh Rusdiansyah, S.Ag. sebagai Hakim yang bersidang, dibantu oleh 
Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I 
dan Pemohon II. 
Panitera Pengganti,     Hakim 
 
Nurwahidah, S.Ag.                               Rusdiansyah, S.Ag.  
Perincian biaya perkara : 
- Pendaftaran    Rp      30.000,00 
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- Proses      Rp      50.000,00 
- Panggilan               Rp      50.000,00 
- Redaksi     Rp        5.000,00 
- Materai     Rp        6.000,00 
Jumlah       Rp    141.000,00 
(seratus empat puluh satu ribu rupiah). 
Adapun jumlah perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Bulukumba yang 
telah dirincikan dalam bentuk statistik dan rekapitulasi perkara sebagai berikut: 
STATISTIK PERKARA ISBAT NIKAH DITERIMA DAN DIPUTUS DI 

























REKAPITULASI PERKARA ISBAT NIKAH YANG TELAH DIMINUTASI 

















5 5 17 
FEBRUARI PA. 
BULUKUMBA 
2 2 18 
MARET PA. 
BULUKUMBA 
3 3 11 
APRIL  PA. 
BULUKUMBA 
6 6 10 
MEI PA. 
BULUKUMBA 
4 4 8 






2 2 13 
AGUSTUS PA. 
BULUKUMBA  
2 2 7 
SEPTEMBER PA. 
BULUKUMBA 
4 4 7 
OKTOBER PA. 
BULUKUMBA  
2 2 82 
NOVEMBER PA. 
BULUKUMBA  
4 4 38 
DESEMBER PA. 
BULUKUMBA 













   
Dalam tahun 2013 samapi dengan 2015 perkara Isbat Nikah semakin 
meningkat dan Pengadilan Agama Bulukumba menerima, memeriksa dan mengadili 
perkara sebanyak 582 perkara. Dengan adanya penyuluhan hukum dan layanan 
terpadu ini membuat masyarakat semakin sadar akan pentingnya buku nikah sehingga 
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mereka mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama. Disini dapat di 
simpulkan bahwa kurangnya pengetahuan hukum terhadap masyarakat sehingga 
membuat masyarakat tidak memperhatikan dan memperdulikan bahwa pentingnya 
pencatatan nikah di dalam perkawinan. Jadi penyuluhan hukum dan layanan terpadu 
harus selalu diadakan di setiap desa, terutama desa-desa yang terpencil yang kurang 
pengetahuan tentang hukum. Dan pernikahan dibawah tangan tidak terjadi lagi serta 
pengajuan Isbat Nikah semakin berkurang karena masyarakat yang telah menikah 
sudah mempunyai buku nikah dan masyarakat taat aturan perkawinan serta sadar 
akan hukum yang berlaku di Negara ini.7 
                                                             
7 Hajrah (58 Tahun), Panitra Muda Hukum  Pengadilan  Agama Bulukumba, Wawancara 






Di dalam mengajukan Isbat Nikah ini harus mendaftarkan perkara Isbat 
Nikahnya terlebih dahulu kepada pegawai pengadilan yang bertugas mendaftarkan 
nama masyarakat yang mengajukan Isbat Nikah, sehingga proses pengajuan Isbat 
Nikah sesuai dengan prosedur yang yang ada. Setelah melakukan semua prosedur 
yang telah di tetapkan pengadilan maka hari penetapan persidangan telah di 
jadwalkan, dalam proses persidangan yang berlangsung hakim membaca dan 
mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan dari pemohon I dan pemohon II, 
memeriksa bukti-bukti di persidangan apakah sesuai dengan hukum Islam dan 
Undang-Undang atau tidak. Jika semua berkas dan saksi telah di terimah oleh majelis 
hakim maka hakim dapat mengeluarkan penetapan Isbat Nikah untuk  di bawah ke 
Kantor Urusan Agama, agar di keluarkan buku nikahnya karena pemohon telah 
mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari pengadilan agama yang merupakan 
salah satu syarat di keluarkannya buku nikah di Kantor Urusan Agama. 
Isbat Nikah di dalam hukum Islam itu di bolehkan karena merupakan 
pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, 
karena sesuai dengan agama dan kepercayannya. Akan tetapi tidak dicatat oleh 






ketua mahkamah agung RI Nomor KMA /032/sk/2006 tentang pedoman pelaksanaan 
tugas dan administrasi pengadilan). Isbat Nikah di dalam Undang-Undang itu di 
bolehkan karena merupakan salah satu bukti sahnya perkawinan, jika di dalam 
perkawinan buku nikah tidak ada maka pernikahan di anggap tidak sah dimata hukum 
karena perkawinan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. 
B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta beberapa kesimpulan 
pada penelitian ini, dan adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil 
penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik yaitu:  
1. Bagi para masyarakat sebelum melakukan perkawinan, terlebih dahulu harus 
melaporkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama agar di keluarkan buku 
nikah dan terhindar dari tidak adanya buku nikah atau Akta Nikah. 
2. Bagi para Pegawai Pencatat Nikah hendaknya jika berkas perkawinan sudah 
di lengkapi oleh masyarakat yang ingin menikah, seharusnya di buatkan buku 
nikahnya. 
3. Bagi para penegak hukum, khususnya Pengadilan Agama seharusnya lebih 
ditingkatkan lagi penyuluhan hukum dan layanan terpadu, agar masyarakat 
awam bias mengetahui pentingnya pencatatan nikah sehingga mereka dapat 
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Perihal : Pengesahan Nikah   Bulukumba, 30 September 2015 
          
Kepada 
Yth. Ketua Pengadilan Agama  
         Bulukumba 
 
Assalamu Alaikum Wr. Wb. 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Abd. Asis Bin Samoe, umur 58  tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir PGA, 
pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bayang-bayang, Desa 
Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, 
selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;  
Hendak mengajukan pengesahan nikah terhadap perkawinan Pemohon dengan: 
Kamisa Binti Lahia, umur 573tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  PGA,  
pekerjaan  IRT,  tempat  kediaman  di  Dusun  Bayang-bayang,  Desa  
Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, 
selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;  
Dengan alasan-alasan sebagai berikut : 
1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Kamis, tanggal 10 
Agustus 1978 di Dusun Punranga, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, 
Kabupaten Bulukumba; 
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Nur Alim, 
(selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk 
menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada 
pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Lahia; 
3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II 
adalah H. Subuhadan Jamaluddin ; 
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Tanah Kering seluas 2 Are 




5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejakaa dan  Pemohon  II  
berstatus Perawan; 
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena 
pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat walaupun 
berkas administrasinya telah lengkap yang disebabkan karena imam yang 
menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkannya ke KUA tempat 
pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; 
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan 
untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya 
tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan 
tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk 
mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut; 
8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina 
rumah tangga selama 37 Tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai   
1 orang anak yang  bernama  Asrul Haer Aska  umur 281 tahun ; 
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah 
ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan 
Pemohon I dan Pemohon II dan serta untuk memperoleh buku nikah; 
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon 
kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa 
dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut : 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; 
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Abd. Asis Bin Samoi , dengan 
Pemohon II, Kamisa Binti Lahia  yang dilangsungkan pada Kamis tanggal 10 
Agustus 1978 di Dusun Bayang-bayang, Desa Gattarengo,Kecamatan 
Gantarang, Kabupaten Bulukumba; 







       Wassalam 
 
       Pemohon  I   
 
    
Abd. asis Bin Samoi 
 Pemohon II 
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P  E  N  E  T  A  P  A  N  
Nomor  505/Pdt.P/2015/PA Blk 
ﻢﺴﺑ ﷲ ﻦﻤﺣﺮﻟا ﻢﯿﺣﺮﻟا 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 
Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara 
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara 
Pengesahan Nikah yang diajukan oleh; 
Abd. Asis Bin Samoe, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, 
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bayang-Bayang, 
Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, 
sebagai Pemohon I;  
Kamisa  Binti  Lahia,  umur  57  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  terakhir  PGA,  
pekerjaan  IRT,  bertempat  tinggal  di  Dusun Bayang-Bayang,  Desa  
Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai 
Pemohon II; 
 Pengadilan Agama tersebut; 
 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 
 Telah mendengar keterangan  Pemohon I dan Pemohon II; 
 Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; 
DUDUK PERKARA 
Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II  dengan surat 
permohonannya tertanggal 05 Nopember 2015 yang telah terdaftar di 
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 505/Pdt.P/2015/PA Blk Blk 
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 
1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Kamis, tanggal 10 
Agustus1978 di Dusun Punranga, Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, 
Kabupaten Bulukumba; 
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Nur Alim, 
(selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk 
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menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, yang menjadi wali nikah pada 
pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Lahia; 
3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II 
adalah H. Subuhadan Jamaluddin ; 
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah Tanah Kering seluas 2 Are 
yang terletak di Dusun Bayang-bayang Desa Gattareng, Kec.Gantarang  
Kabupaten Bulukumba; 
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejakaa dan  Pemohon  II  
berstatus Perawan; 
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena 
pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat walaupun 
berkas administrasinya telah lengkap yang disebabkan karena imam yang 
menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkannya ke KUA tempat 
pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; 
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan 
untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya 
tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan 
tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk 
mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut; 
8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina 
rumah tangga selama 37 Tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 
1 orang anak yang  bernama Asrul Haer Aska umur 28 tahun; 
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah 
ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan 
Pemohon I dan Pemohon II dan serta untuk memperoleh buku nikah; 
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon 
kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa 
dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut : 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon Abd. Asis Bin Samoi, dengan Pemohon 
II, Kamisa Binti Lahiayang dilangsungkan pada Kamis tanggal 10 Agustus 
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1978 di Dusun Bayang-bayang, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, 
Kabupaten Bulukumba; 
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku; 
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II 
telah datang menghadap di persidangan; 
 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonanya. 
Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap 
dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang 
selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini; 
Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon 
II  telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: 
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I  (Abd. Asis Bin Samoe) 
Nomor 7302013107570001, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan 
ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh ketuja majelis, diberi kode P.1. 
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Kamisa Binti Lahia) 
Nomor 7302015705580002, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan 
ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2. 
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Abd. Asis Bin Samoe) Nomor 
7302012605070390 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tanggal 12-10-2012 bermeterai cukup 
dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis 
diberi kode P.3. 
Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-
saksi sebagai berikut; 
Saksi pertama bernama H. Subu bin Malipung Dg. Sitaba, umur 65 tahun, agama 
Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bayang-Bayang, 
Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, telah 
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya 
sebagai berikut :  
- Bahwa  kenal  dengan Pemohon I karena saksi adalah kemanakan Pemohon II 
sedang   Pemohon II adalah isteri Pemohon I yang bernama Kamisa. 
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- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari 
Kamis, tanggal 10 Agustus 1978 di Dusun Punranga, Desa Bialo, Kecamatan 
Gantarang, Kabupaten Bulukumba. 
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah 
adalah   Imam  Kampung  bernama  H.  Nur  Alim   yang  telah  diserahkan  oleh  
wali nikahnya Pemohon II yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama 
Lahia. 
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu H. Subuh dan Jamaluddin. 
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Tanah 
Kering seluas 2 Are yang terletak di Dusun Bayang-bayang Desa Gattareng, 
Kec. Gantarang  Kabupaten Bulukumba.  
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan. 
- Bahwa   Pemohon I  dan  Pemohon  II tidak  ada  halangan  untuk  menikah, 
baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak 
pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut. 
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena 
Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan kepada Pejabat 
Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan 
setempat. 
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak 
menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah 
bercerai  dan  telah  membina  rumah  tangga  selama  37  tahun  dan  telah  
dikaruniai 1 orang anak yang bernama Asrul Haer Aska umur 28 tahun dan 
ada  dalam asuhan  Pemohon I dan Pemohon II. 
- Bahwa  Pemohon I dan Pemohon II  mengajukan  permohonan Pengesahan 
Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan 
tersebut. 
Saksi kedua bernama Jamaluddin bin Maro, umur 61 tahun, agama Islam, 
pekerjaan Imam Dusun, tempat kediaman di Dusun Bayang-Bayang, 
Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, 
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memberikan keterangan di bawah  sumpahnya pada pokoknya adalah 
sebagai berikut :  
- Bahwa  kenal  dengan Pemohon I karena saksi adalah sepupu Pemohon I 
sedang Pemohon II adalah isteri Pemohon I yang bernama Kamisa. 
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari 
Kamis, tanggal 10 Agustus 1978 di Dusun Punranga, Desa Bialo, Kecamatan 
Gantarang, Kabupaten Bulukumba. 
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II waktu mereka menikah 
adalah   Imam  Kampung  bernama  H.  Nur  Alim   yang  telah  diserahkan  oleh  
wali nikahnya Pemohon II yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama 
Lahia. 
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu H. Subuh dan Jamaluddin. 
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Tanah 
Kering seluas 2 Are yang terletak di Dusun Bayang-bayang Desa Gattareng, 
Kec.Gantarang  Kabupaten Bulukumba.  
- Bahwa status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan. 
- Bahwa   Pemohon I  dan  Pemohon  II tidak  ada  halangan  untuk  menikah, 
baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak 
pernah ada orang yang pernah datang keberatan atas pernikahannya tersebut. 
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena 
Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan kepada Pejabat 
Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan 
setempat. 
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II mulai sejak 
menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah 
bercerai  dan  telah  membina  rumah  tangga  selama  37  tahun  dan  telah  
dikaruniai 1 orang anak yang  bernama Asrul Haer Aska umur 28 tahun, dan 
ada  dalam asuhan  Pemohon I dan Pemohon II. 
- Bahwa  Pemohon I dan Pemohon II  mengajukan  permohonan Pengesahan 
Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahan 
tersebut. 
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Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan 
Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi 
tersebut telah cukup; 
Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada 
pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon 
dikabulkan; 
Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun 
lagi, dan selanjutnya mohon penetapan; 
Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan 
menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap 
termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;  
PERTIMBANGAN HUKUM 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan 
Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; 
Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II  pada pokoknya 
mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan 
pada tanggal 10 Agustus 1978; 
Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh  Pemohon I dan 
Pemohon II untuk mendapatkan status hukum  perkawinannya, sedangkan 
Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahnnya 
tersebut; 
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 
Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan 
Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, 
oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II  tersebut dapat diterima 
untuk diperiksa lebih lanjut; 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2  berupa kartu tanda 
penduduk Pemohon I dan Pemohon II sehingga terbukti bahwa  baik Pemohon I 
Hal. 7 dari 10 hal. Pnt. No. 505/Pdt.P/2015/PA.Blk 
 
 
maupun Pemohon II  adalah penduduk Kecamatan Gantarang, Kabupaten 
Bulukumba, oleh karena itu  perkara tersebut  adalah menjadi kewenangan 
pengadilan Agama Bulukumba sehingga dapat diperiksa lebih lanjut; 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang 
menerangkan bahwa Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga sedangkan 
Pemohon II sebagai isteri; 
 Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II 
juga mengajukan  dua orang saksi  dan  setelah diteliti oleh majelis hakim, maka  
keterangan kedua saksi adalah  bersesuaian antara satu dengan lainnya  dan  hal 
tersebut  bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa 
yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut 
sehingga  telah memenuhi syarat formiil dan meteriil sehingga kesaksiannya telah 
dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan  pengesahan  nikah; 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3 berupa Kartu 
Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, Kartu Keluarga Pemohon  dan 
kemudian didukung oleh keterangan dua orang saksi dipersidangan maka terbukti 
bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang 
sah; 
  Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dianggap telah 
meneguhkan dalil permohonanya, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon 
II harus dinyatakan telah terbukti; 
Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang 
dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai 
berikut: 
1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang 
menikah pada  tanggal 10 Agustus 1978;  
2. Bahwa  yang  menikahkan  Pemohon  I  dan  pemohon  II  adalah  H.  Nur  Alim  
dengan wali nikah Ayah Kandung yang bernama Lahia dan yang menjadi 
saksi nikah adalah H. Subuh dan Jamaluddin; 
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah; 
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4. Bahwa   antara   Pemohon I dan Pemohon II tidak  pernah  bercerai hingga 
saat ini dan telah dikaruniai seorang anak;  
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut  tidak ada pihak lain yang 
keberatan atas pernikahan tersebut; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka 
permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan itsbat nikah telah 
memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi 
pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu “ perkawinan adalah 
sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu”.  
     Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, maka 
hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yaitu 
harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon 
istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul  hal tersebut sesuai dengan 
maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan disamping itu ada mahar yang 
memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas 
kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran islam; 
Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara 
Pemohon I dan Pemohon II  tidak ada  pertalian nasab, sesusuan ataupun 
hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk 
melangsungkan perkawinan; 
Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta 
nikah menurut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang   berbunyi : dalam 
hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat 
nikah kepada Pengadilan Agama;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 
diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun  1974  jo.  Pasal  4,  5,  6  dan  7  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  huruf  (e)  KHI,   maka   
hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan 
Pemohon II  telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan 
Pemohon  harus dikabulkan dengan menetapkan  pernikahan antara Pemohon I 
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Abd. Asis Bin Samoe dengan Pemohon II Kamisa Binti Lahia yang 
dilangsungkan pada tanggal  10 Agustus 1978 adalah sah; 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan 
doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab: 
-  Tuhfah juz IV halaman 133 : 
ﻞﺒﻘﯾو اﺮﻗإر ﺔﻠﻗﺎﻌﻟا ﺔﻐﻟﺎﺒﻟا حﺎﻜﻨﻟﺎﺑ 
Artinya: “Dan diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh. 
- I’Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :  
ﻰﻓو ىﻮﻋﺪﻟا حﺎﻜﻨﺑ ﻰﻠﻋ ةأﺮﻣا ﺮﻛذ ﮫﺘﺤﺻ ﮫطوﺮﺷو ﻦﻣ ﻮﺤﻧ ﻲﻟو ﻦﯾﺪھﺎﺷو لوﺪﻋ 
Artinya : “ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, 
harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan 
syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “ 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan 
memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 
4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan Pemohon 
dapat  dikabulkan; 
Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi pencatatan 
pernikahan maka perlu ditambah amar yaitu memerintahkan Pemohon I dan 
Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah 
Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan Pemohon 
I dan Pemohon II agar perkawinan tersebut tercatat sesuai dengan pasal 2 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; 
Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor  7 
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 
2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 
Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon; 
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;  
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M E N E T A P K A N 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Abd. Aziz bin Samoe dengan 
Pemohon II Kamisa binti Lahia yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 
1978 Dusun Punrangan,  Desa Bialo, Kecamatan Gantarang, Kabupaten 
Bulukumba; 
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini 
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan agar 
perkawinan tersebut tercatat; 
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II  untuk membayar biaya 
perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah); 
Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama 
Bulukumba dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Sidang 
Pelayanan Terpadu, hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 M, bertepatan dengan 
tanggal 25 Shafar 1437 H. oleh Rusdiansyah, S.Ag. sebagai Hakim yang 
bersidang, dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta 
dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II. 
 
Panitera Pengganti,     Hakim 
   
 
Nurwahidah, S.Ag.                               Rusdiansyah, S.Ag.  
 
Perincian biaya perkara : 
- Pendaftaran    Rp      30.000,00 
- Proses      Rp      50.000,00 
- Panggilan    Rp      50.000,00 
- Redaksi     Rp        5.000,00 
- Materai     Rp        6.000,00 
Jumlah      Rp    141.000,00 
(seratus empat puluh satu ribu rupiah). 
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